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WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayvat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2020.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomeor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota- kota Ketjil di Djawa [Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran




Memperhatikan :

Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat [l Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

&. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan WNomor 9 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2018 Nomor 9);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tfentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1,
2;

10.

11.

12.

13:

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pf:merintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan Walikota, yang selanjutnya disebut Perwal adalah
Peraturan Walikota Pekalongan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun
2016 sampai dengan Tahun 2021,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan
daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran




terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (inpufj untuk menghasilkan keluaran (outpuf) dalam
bentuk barang/jasa.

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota
Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu
pelaksanaan Tahun 2020.

(3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan:

a. Renja PD Kota Pekalongan Tahun 2020;

b. Rancangan KUA serta PPAS, dan Rancangan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2020.

(4) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja-PD Tahun 2020
dengan RKPD Tahun 2020.

BAB Il
SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:
(1) Narasi RKPD Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

(2) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABT PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah
lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika
dokumen.

b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2018
dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah,

c. BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan
daerah.

d. BABIV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran
pembangunan tahun (n).




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Juni 2019

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap
ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 43




